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ABSTRAK 

 

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang di dalamnya terdapat syarat-syarat 

tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa mengikutsertakan konsumen dalam 

menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain, dan dalam 

keadaan di bawah kekuasaannya. Perjanjian baku yang dapat ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari adalah perjanjian pembukaan rekening. Ketika konsumen 

ingin menyimpan uang di suatu bank, tentu ia akan dihadapkan dengan perjanjian 

baku, dimana ia harus mematuhi seluruh isi perjanjian tersebut, tanpa adanya proses 

negosiasi. Contoh dari isi klausul yang terdapat dalam perjanjian adalah jumlah 

minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum 

saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi di dalam perjanjian pembukaan 

rekening. Penetapan klausul tersebut memenuhi asas proposionalitas. Nasabah 

memiliki kewajiban untuk membayar uang administrasi, saldo minimum untuk 

memperoleh pelayanan, keamanan dan kenyamanan untuk menjaga agar hak dan 

kewajibannya terpenuhi. Maka, agar Bank dapat menjalankan kewajibannya, Bank 

menentukan klausul-klausul yang jika dikaji lebih mendalam tujuannya adalah 

untuk memenuhi hak nasabah bukan hanya untuk kepentingan bank. Oleh karena 

itu, asas proporsionalitas tidak terlanggar. 

 

Kata Kunci : perjanjian, perjanjian pembukaan rekening, asas proporsionalitas.  
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu 

hal. 1  Secara sederhana, pemahaman mengenai perjanjian adalah kesepakatan. 

Sedangkan, di dalam praktiknya, perjanjian dikenal sebagai kesepakatan antar 

kedua belah pihak atau dikenal dengan istilah bertemunya kehendak para pihak 

(meeting of mind) untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai pengertian perjanjian, 

mendefinisikan perjanjian sebagai: 

“Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” 
 

Dari definisi di atas, diketahui bahwa dalam peristiwa ini timbul suatu 

hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang disebut perikatan yang di 

dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 2  Perjanjian dapat 

dibuat oleh para pihak secara lisan maupun tulisan. Esensi dari perjanjian tersebut, 

hendaknya dapat mengekspresikan kehendak para pihak yang bersifat umum 

menjadi langkah-langkah perbuatan yang lebih nyata guna mewujudkan tujuan 

dibuatnya perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.3 Melalui proses ini para 

pihak akan mengetahui secara jelas dan rinci terkait dengan hak serta kewajiban 

yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.4 

Perjanjian itu sendiri, perlu mengindahkan asas-asas hukum perjanjian dan 

peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut. Terdapat 

beberapa asas yang melekat pada perjanjian seperti: 

a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) 

                                                 
1 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1 
2 Ibid. 
3 Schwarzt dan Scoot, Contract Theory and the Limits of Contract Law, Yale Schools Publishing, 

Tahun 2003, dalam jurnal Ery Agus Priyano, Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis di Indonesia, 

Jurnal Law Reform. Vol14 No 11, Tahun 2018, hlm. 16. 
4 R Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 5. 
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Asas ini merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum 

kontak, kebebasan berkontrak pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak 

bebas, pancaran hak asasi manusia yang perkembangannya dilandasi semangat 

liberalisme yang mengagungkan kebebasan individu. 5  Menurut asas kebebasan 

berkontrak, seseorang mempunyai pilihan untuk mengadakan perjanjian.6 Di dalam 

asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau 

tidak perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa 

yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapakan syarat-syarat perjanjian.7 

b. Asas konsensualisme 

Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas 

kebebasan berkontrak.8 Asas yang merupakan syarat mutlak dalam setiap 

kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum. 9  Arti asas 

konsensualisme pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul 

karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. 10 

Dengan demikian, asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian itu 

telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. 11  Di dalam asas ini 

terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri dan 

menimbulkan kepercayaan di antara para pihak terhadap pemenuhan 

perjanjian.12  

c. Asas proporsionalitas  

Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban antar 

para pihak yang menurut proporsinya atau tidak berat sebelah. Asas ini 

sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.13 

                                                 
5  Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, 

Jakarta, 2010, hlm. 109. 
6 Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Vol 18, No 3, Tahun 2003, 

hlm.195-196, dalam buku Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 110. 
7 Ibid. 
8 Djaja S, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 175 
9 R.Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 5. 
10 Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 15. 
11 Agus Yudha, Op.Cit, hlm. 122. 
12 Mariam Darus Badrulzaman et al, Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2011, hlm. 82, dalam buku Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 121. 
13 Agus Yudha, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak 

Dalam Kontrak Komersial, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol5 No 3, Tahun 2016, hlm. 455. 
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d. Asas kekuatan mengikat perjanjian (asas pacta sunt servanda) 

Asas mengikat perjanjian dipahami sebagai mengikatnya kewajiban 

kontraktual yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Kekuatan mengikat 

para pihak pada dasarnya hanya menjangkau sebatas para pihak pembuatnya 

saja.14 

e. Asas itikad baik (good faith) 

Asas ini menjelaskan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad 

baik. Dalam artian harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan.15 

Menurut pendapat J.M van Dunne, berlakunya itikad baik meliputi seluruh 

proses kontrak atau diibaratkan dengan “the rise and fall of contract”.16 

f. Asas keseimbangan. 

Asas keseimbangan adalah keseimbangan para pihak yang berkontrak dari 

posisi atau kedudukan para pihak yang seharusnya sama.17  

Dengan adanya keberadaan asas kebebasan berkontrak, memberikan ruang 

yang luas kepada para pihak untuk membentuk dan menentukan isi perjanjian yang 

akan dibuat, begitu juga dengan penetapan waktu dan dengan siapa mereka akan 

membuat perjanjian tersebut, 18  asalkan mematuhi rambu-rambu pembatasnya, 

yakni aturan-aturan yang harus mengacu pada aturan yang telah diatur di dalam 

undang-undang. Hal ini disebabkan karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (dwingen, mandatory) dan 

opsional (aanvulled, optional). 19 Namun, berbeda dengan perjanjian baku, 

keberadaan perjanjian baku melanggar asas kebebasan berkontrak. Menurut 

Johanes Gunawan, perjanjian baku merupakan perjanjian yang di dalamnya 

terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pelaku usaha, tanpa 

                                                 
14 Ibid, hlm. 124 
15 Ibid, hlm. 135 
16 J.M Van Dunne, Verbintenissenrecht, (Deel 1, Contractenrecht, 1e gedeelte), Kluwer-Deventer, 

1993, hlm. 10 dalam buku buku Agus Yudha, Hukum Perjanjian Asas Proposiornalitas dalam 

Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 136. 
17 Sutan Remy Sjadeni, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak 

dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 7. 
18 Muhamad Hasan Muaziz, Achmad Busro, Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian 

Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak, Jurnal Law Reform. Vol 11, No 1, Tahun 2015, hlm. 75. 
19 Sartika Anggraini, Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pengadaian 

(PERSERO), Jurnal Lex et Societatis, Vol 1, No. 1, 2003, hlm. 31. 
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mengikutsertakan konsumen dalam menyusun kontrak, sehingga konsumen tidak 

memiliki pilihan lain, dan dalam keadaan di bawah kekuasaannya. 20 Perjanjian 

baku ini berlaku di dalam dunia bisnis baik dalam skala nasional maupun 

internasional.  

Perjanjian baku mempunyai sifat “given” dalam arti pihak yang posisi 

tawar/ekonominya lebih tinggi/kuat menjadi penentu sekaligus pencipta/pembuat 

perjanjian.21 Salah satu ciri khas dari sifat perjanjian baku adalah “take it or leave 

it”, menurut Khairandy 22 , adanya sifat “take it or leave it” menggambarkan 

ketidakberdayaan pihak yang lemah dalam menentukan isi perjanjian. Mengacu 

pada salah satu ciri khas perjanjian baku tersebut, terdapat unsur keharusan yang 

harus dilakukan oleh salah satu pihak dalam rangka pemenuhan atas klasula 

tersebut. Di dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa: 

“Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang 

telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku 

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang 

mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. 
 

Dalam klausula baku yang isinya telah disepakati oleh salah satu pihak, maka 

prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seolah 

diabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya tawar-menawar/negosiasi dalam 

klausula baku, posisi tawar salah satu pihak juga lemah. Bahkan jika ditelaah lebih 

jauh, hampir tidak adanya proporsionalitas di dalam perjanjian baku jika ditinjau 

dari sisi pihak yang posisi tawarnya lebih rendah.  

Terdapat suatu klasula selain klasula baku, yakni Klausula Eksonerasi. 

Klausula Eksonerasi adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu 

tuntutan atau tanggung jawab.23 Secara sederhana, klausula eksonerasi ini diartikan 

sebagai klausula pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian. 

Pembatasan atau larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat ditemui dalam 

                                                 
20 https://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a640daaf804c55ab3fc806.pf diakses 

pada tanggal 24 September 2019 pukul17.59 WIB. 
21  Hermoko,A Yudha, Ratnawati, Ika Yunia, Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian 

Waralaba(Franchaise), Jurnal Hukum Bisnis, Vol1, Nomor 1, hlm. 17. 
22  Khairand Y, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, FH UII Press, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 57. 
23 I.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 
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Pasal 18 UUPK. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan tujuan 

dari larangan pencantuman klausula baku yaitu bahwa larangan ini dimaksudkan 

untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan 

prinsip kebebasan berkontrak, karena pada dasarnya, hukum perjanjian di Indonesia 

menganut asas kebebasan berkontrak. 

Dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang relevan untuk mengetahui 

apakah suatu perjanjian sudah berdasarkan asas proporsionalitas adalah dengan 

mengkaji perjanjian pembukaan rekening di suatu bank. Bank adalah suatu badan 

usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat 

menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke 

masyarakat melalui perantara perkreditan.24 Sebagai lembaga jasa keuangan, bank 

diatur oleh peraturan khusus yang mengikat bank yaitu Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Bank membuat suatu 

kebijakan bank, dimana kebijakan itu harus seiring dengan peraturan yang mengikat 

bank serta peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di jasa 

keuangan, yaitu POJK Nomor 31 /POJK.07/2020 tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan. Salah satu kebijakan bank adalah kebijakan mengenai 

penetapan saldo minimum saat pembukaan rekening dan penetapan saldo yang 

ditahan (tidak dapat digunakan). 

Sebelum nasabah membuka rekening di bank, nasabah akan dihadapkan 

pada sebuah perjanjian. Umumnya, perjanjian yang dibuat oleh bank bersifat 

perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat oleh sepihak (dalam 

kasus ini dibuat oleh bank). Salah satu contoh perjanjian baku yang dibuat oleh 

bank adalah perjanjian pembukaan rekening. Ketika konsumen ingin menyimpan 

uang di suatu bank, tentu ia akan dihadapkan dengan perjanjian baku, dimana ia 

harus mematuhi seluruh isi perjanjian tersebut, tanpa adanya proses negosiasi. 

Sebagai contoh klasula yang harus disepakati dan tercantum pada perjanjian 

pembukaan rekening di Bank X,Y dan Z adalah jumlah minimum biaya penyetoran 

saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan 

pemotongan biaya administrasi. Menurut sebuah lembaga pengaturan pengawasan 

                                                 
24 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 2 
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yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), OJK tidak mengatur mengenai hal saldo minimum 

pembukaan rekening dan saldo minimum yang mengendap, hal tersebut merupakan 

kebijakan bank.25  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan penerapan saldo 

ditahan merupakan kebijakan masing-masing bank yang berguna untuk 

menutupi overhead cost bank dalam mengelola deposan. 

Pada dasarnya asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan 

kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses pembentukan hubungan kontraktual; 

dimana asas ini berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.26 

Maka, dari uraian dan kasus sederhana di atas, penulis ingin menelaah lebih lanjut 

mengenai apakah perjanjian pembukaan rekening yang memuat klausul jumlah 

minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum 

saldo rekening, dan pemotongan biaya administrasi memenuhi asas 

proporsionalitas? Apabila setelah dianalisis ternyata perjanjian tidak memenuhi 

asas proporsionalitas, apakah Bank kewajiban memiliki kewajiban untuk 

menerapkan asas proporsionalitas? 

 

1.2 Identifikasi masalah 

1. Apakah perjanjian pembukaan rekening di Bank X, Y, dan Z yang 

memuat klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali 

membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan 

biaya administrasi memenuhi asas proposionalitas? 

2. Apakah bank telah menerapkan asas proporsionalitas sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku? 

                                                 
25  Menurut hasil wawancara dengan Heru Kristiani sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan 

Perbankan OJK, “Ini masalah kebijakan masing-masing bank. Kami enggak atur itu. Tapi yang 

pasti, saldo ditahan memang untuk menutupi overhead cost bank dalam mengelola deposan.” 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan penerapan saldo ditahan merupakan kebijakan 

masing-masing bank. Dalam hal ini, OJK selaku badan pengawas lembaga keuangan, sama sekali 

tidak mengatur besaran tertentu untuk saldo ditahan. 
26 Agus Yudha, Op.Cit, hlm. 87. 



 

 

7 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Di dalam penulisan hukum ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok 

yang akan dicapai di dalam pembahasan penulisan hukum ini. Adapun tujuan 

penulisan hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat 

pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan 

pemotongan biaya administrasi memenuhi asas proposionalitas. 

2. Untuk mengetahui apakah bank telah menerapkan asas proporsionalitas 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengembangan ilmu 

pengetahuan untuk ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial. 

Khususnya pada teori-teori mengenai penerapan asas proporsionalitas pada 

perjanjian baku dalam sektor perbankan. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan adanya skripsi ini akan memberikan informasi kepada masyarakat 

dan Pemerintah Pusat maupun Daerah tentang bagaimana penyelesaian 

permasalahan hukum mengenai proporsionalitas di dalam perjanjian 

pembukaan rekening yang terjadi sehingga jelas penerapannya. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penulisan akan menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif/Yuridis 

Normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan 

dengan obyek penelitian langsung. Penelitian Yuridis Normatif (doctrinal legal 

approach), menurut Soerjono Soekanto, yakni suatu metode penelitian yang 

dilakukan sepenuhnya menggunakan data sekunder.27 Penelitian ini disebut juga 

                                                 
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984 hlm. 53. 
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sebagai ajaran murni karena adanya pengaruh hukum alam dan ilmu lain yang sarat 

akan empiris. 

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat otoratif (yang 

dibuat oleh pejabat berwenang). Bahan hukum primer yang dipergunakan 

oleh Penulis dalam penelitian ini, yaitu: 

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) 

- UU Perbankan No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. 

- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

- POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen 

Sektor Jasa Keuangan 

- Perjanjian Pembukaan Rekening Bank X,Y dan Z. 

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah yaitu sumber-sumber yang berupa bahan 

kepustakaan seperti literatur hukum, jurnal hukum, majalah hukum, serta 

bahan kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

Buku: 

- Agus Yudha, Hukum Perjanjian Pena Grafika, Bandung, 2010. 

- Djaja S, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, 

Bandung, 2014 

- Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian 

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 

- R. Subekti, Hukum Perjanjian 2, Intermasa, Jakarta, 2008. 

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas 

Indonesia, Jakarta, 1984. 

- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Mandar Maju, 

Bandung, 2012. 

Jurnal: 

- M. Muaziz dan A. Busro, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 1, 

Tahun 2015 tentang Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum 

Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak. 
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- Agus Yudha Hernoko, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5, 

Nomor 3, Tahun 2016 tentang Asas Proporsionalitas Sebagai 

Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak 

Komersial. 

- Ery Agus Priyono, Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1, Tahun 

2018 tentang Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia 

(Kajian pada Perjanjian Waralaba). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I: Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, identifikasi masalah, tinjauan pustaka 

singkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan teknik penelitian 

yang digunakan serta sistematika penulisan dalam penjelasan tentang 

analisis mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian baku 

pembukaan rekening mengenai klausul jumlah minimum biaya penyetoran 

saat pertama kali membuka rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan 

pemotongan biaya administrasi di bank X,Y dan Z. 

 

Bab II: Tinjauan mengenai Perjanjian, Perjanjian Baku, dan Asas 

Proporsionalitas dalam Perjanjian 

Bab ini membahas dan memaparkan tinjauan normatif mengenai perjanjian, 

perjanjian baku, dan asas proporsionalitas dalam perjanjian. 

 

Bab III: Tinjauan mengenai Bank dan Perjanjian Pembukaan Rekening 

Bab ini membahas dan memaparkan tinjauan normatif mengenai bank dan 

perjanjian pembukaan rekening.  

 

Bab IV: Analisis Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Baku 

Pembukaan Rekening Mengenai Klausul Jumlah Minimum Biaya 

Penyetoran Saat Pertama Kali Membuka Rekening, Jumlah Minimum Saldo 

Rekening, dan Pemotongan Biaya Administrasi di Bank X,Y dan Z 

https://scholar.google.com/scholar?q=Ery+Agus+Priyono
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Penulis membahas dan memaparkan hasil analisis yuridis dari penerapan 

asas proporsionalitas dalam perjanjian baku pembukaan rekening mengenai 

klausul jumlah minimum biaya penyetoran saat pertama kali membuka 

rekening, jumlah minimum saldo rekening, dan pemotongan biaya 

administrasi di Bank X,Y dan Z. 

 

Bab V: Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil analisa yang telah dilakukan oleh 

penulis. Melihat dari kesimpulan tersebut juga penulis akan memberikan 

beberapa saran mengenai permasalahan yang sudah dibahas tersebut dan 

diharapakan juga agar penulisan hukum ini berguna bagi masyarakat 

Indonesia dan Pemerintahan Indonesia sendiri. 
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